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PERAN DINAS SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
DALAM PENGAWASAN PANTI SOSIAL DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK
Oleh

HENDRI DEPISYA

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai Organisasi
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Diantara
tugas Dinas Sosial yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
sosial. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari.fenomena-fenomena yang
terjadi  dilapangan yaitu ditemukannya pelanggaran-pelanggaran dalam
pengelolaan panti sosial di kota pekanbaru seperti kasus meninggalnya seorang
balita yang diakibatkan dianiaya di panti asuhan yayasan tunas bangsa, yang mana
izin beroperasi dari panti tersebut sudah berakhir pada tahun 2011. Penelitian ini
menggunakan konsep pengawasan dari Prof. Drs.,Komaruddin yaitu pengawasan
adalah untuk menjamin bahwa-kegiatan terarah berjalan sesuai dengan tujuan dan
rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi. Indikator pengawasan
merupakan pengembangan standar pelaksanaan, pegukuran hasil pelaksanaan,
penilaian hasil pelaksanaan, dan perbaikan. Adapun yang menjadi responden dari
penelitian ini yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dan Pengelola Panti
Sosial. Dari hasil kuesioner-dan wawancara yang peneliti dapatkan dari reponden,
didapatkan kesimpulan bahwa Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi
Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan
baik, namun demikian ditemukan hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial.
Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial riau dalam melakukan pengawasan
yaitu kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang dimiliki oleh dinas
sosial yang mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan terhadap panti
sosial.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Sosial, Panti Sosial



DEPARTMENT OF SOCIAL ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN
RIAU PROVINCE OF ELDERLY SOCIAL MONITORING IN
PEKANBARU

ABSTRACT
By
HENDRI DEPISYA

The Social Service, is-the implementing/element of Government Affairs
which is the authority of the Region. Riau Provincial'Social Service as a Regional
Organizational Organization that has the task of carrying out regional government
affairs based on the principle of autonomy and co-administration tasks in the
social field. Among the tasks of the Social Service are monitoring, evaluation and
reporting in the social field. The background of. this study departs from the
phenomena that occur in the field, namely the finding of violations in the
management of social care institutions in Pekanbaru eity; such as the case of the
death of a toddler caused to be mistreated at the nation's foster foundation
orphanage, where in 2011. This study uses the concept of supervision from Prof.
Drs. Komaruddin namely supervision is to ensure that directed activities go
according to goals and plans and within the boundaries of the organizational
structure. Monitoring indicators.are the development of implementation standards,
measurement = of * results of " \implementation, evaluation of results of
implementation, and improvement.. The respondents from this study were the
Head of the Social Service Office, Head of Social Rehabilitation Division, Head
of Child and Elderly Social Rehabilitation Section, and Social Institution
Manager. From the ‘results of questionnaires and interviews that the researchers
got from respondents, it'was cancluded that the role of the Social Service Office
of the Regional Government of Riau in.Monitoring Social Institutions in the City
of Pekanbaru had gone well, but found obstacles faced by the social services. The
obstacle faced by the Riau social service in conducting supervision is the lack of
human resources or employees owned by the social service which results in a lack
of maximum supervision of social institutions.

Keywords: Monitoring, Social Services, Social Institutions
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BAB |

PENDAHULUAN

Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 dan 12 yang berbunyi :

Pasal 11

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9
ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerahterdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan UrusanPemerintahan Pilihan.

2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri
atas Urusan Pemerintahan yang berkaitandengan Pelayanan Dasar dan

Urusan Pemerintahan yangtidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
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3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan denganPelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah Urusan Pemerintahan Wajib
yang sebagiansubstansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

SOTOS I XTI oQ D

kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Piliha
(1) meliputi:

kelautan dan perikanan;

pariwisata;

pertanian;

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral,

perdagangan;

perindustrian; dan

transmigrasi.

pagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

SQ Hhd oo o
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Adapun masalah sosial termasuk kedalam urusan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar.Penyelenggaraan sosial diserahkan kepada daerah kerena

daerah lebih mengetahui permasalahan di daerahnya sehingga diharapkan dapat

mencari  solusi

mana yang

dan Dinas

Perat

Pembentuka

bahwaDinas

1.
2.
3.

o

Perumusan Kebijakan Teknis Bidanc

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial,
Perlindungan dan Jaminan Sosial Penanganan Fakir Miskin;

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;

Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.


http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=291:permensos-no-21-thn-2016-pelimpahan-kewenangan-dekonsentrasi-dan-tugas-pembantuan-kepada-dinas-sosial-provinsi-kab-kota-ta-2017&catid=9:peraturan&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=291:permensos-no-21-thn-2016-pelimpahan-kewenangan-dekonsentrasi-dan-tugas-pembantuan-kepada-dinas-sosial-provinsi-kab-kota-ta-2017&catid=9:peraturan&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=291:permensos-no-21-thn-2016-pelimpahan-kewenangan-dekonsentrasi-dan-tugas-pembantuan-kepada-dinas-sosial-provinsi-kab-kota-ta-2017&catid=9:peraturan&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=341:perda-riau-no-4-tahun-2016-pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah-provinsi-riau&catid=9&Itemid=133

Adapun yang mengatur kedudukan dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Riau
yaitu Pergub Riau Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau.

Tugas dan fungsi dari Dinas Sosial sendiri diatur dalam Pergub Riau No.
70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Dinas Sosial Previnsi Riau, pada pasal 3:(tiga) yang berbunyi:

1. Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepadaDaerah.

2. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan
Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan
Sosial, dan Bidang-Pepanganan Fakir.Miskin;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang
Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan
Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang yang memiliki tugas untuk membidangi masalah panti sosial yaitu
bidang Rehabilitasi Sosial yang mana diatur di dalam Pergub Riau No. 70 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau, pada bagian ke empat, pasal 15, yang berbunyi:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi,
fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anakdan Lanjut Usia,


http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=309:pergub-riau-no-70-thn-2016-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-sosial-provinsi-riau&catid=9&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=309:pergub-riau-no-70-thn-2016-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-sosial-provinsi-riau&catid=9&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=309:pergub-riau-no-70-thn-2016-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-sosial-provinsi-riau&catid=9&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=309:pergub-riau-no-70-thn-2016-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-sosial-provinsi-riau&catid=9&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=309:pergub-riau-no-70-thn-2016-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-sosial-provinsi-riau&catid=9&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=309:pergub-riau-no-70-thn-2016-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-sosial-provinsi-riau&catid=9&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=309:pergub-riau-no-70-thn-2016-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-sosial-provinsi-riau&catid=9&Itemid=133
http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=309:pergub-riau-no-70-thn-2016-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-sosial-provinsi-riau&catid=9&Itemid=133

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, SeksiRehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala
Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan. program kerja dan rencana. operasional pada Bidang
Rehabilitasi Sosial;

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai . dengan'‘tugas -yang . telah dilaksanakan kepada
KepalaDinas Sosial; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain  yang diberikan pimpinan
sesuaitugas dan fungsinya.

Dan seksi yang yang memiliki tugas untuk mengatur urusan Panti Sosial

yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, seperti yang diatur pada

pasal 16, yang berbunyi:

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

a.

merencanakan program . kegiatans ‘dan- penganggaran pada Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan
LanjutUsia;

melaksanakan kebijakan di Seksi Rehablitiasi Sosial Anak dan LanjutUsia;
menyiapkan bahan keordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial denganUnit/
Instansi terkait;

melaksanakan kebijakan sesuai norma, standar, prosedur, dan criteria
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam panti dan atau lembaga;
menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan danverifikasi
di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. dalam pantidan/atau
lembaga;

melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar Anak dan Lanjut Usia dalam
panti dan/atau lembaga;

menyiapkan rekomendasi pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pendataan sesuai tugas di Seksi Rehablitiasi Sosial Anak
dan Lanjut Usia;



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

-
-

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

J.  melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Diantara tugas ngsi Dinas Sosial yai akukan pemantauan atau

sudah dijal

Untuk n jang wasan maka diperluka Daya Manusia
yang dalam i i - osial Anak dan
Lanjut Usia. Be j ec habilitasi Sosial Anak dan Lanjut

Usia:

JABATAN
Kabid. Rehabilitasi Sosial

NO | Nama Pegawai
1 Drs. Erwin Kesuma

2 Helda, SH Kasi. Rehabilitasi Sosial

Anak dan Lanjut Usia

3 Rohadi Eko Subagya, SH. MH | 19671024 199003 1 004 | Pelaksana Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak
danLanjut Usia

4 Sukni Afsah, S.Sos 19670608 199102 2 001 | Pelaksana Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut usia

5 T. Widya Wahyuni, SH 19850326 200904 2 003 | Pelaksana Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut usia
6 Rukmaluddin, S.Sos 19681010199102 1 001 Pelaksana Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak
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dan Lanjut usia
7 Sukni, S.Sos 19670608199102 2 001 Pelaksana Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut usia

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2017

dilihat jumla i Rehabilitasi Sosial

‘ "‘ \““ .Qa alik dengan

N pengawasan

Oleh sebab itu

sudah di susun di dalam Rencana Kerja (RENJA) oleh Dinas Sosial Provinsi Riau

tahun 2017:
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Tabel 1.2: Rumusan monitoring, evaluasi dan program kegiatan Dalam
RENJA Dinas Sosial Provinsi Riau

Urusan/Bidang Indikator Rencana Tahun 2017
Urusan Kinerja _
Pemerintahan Program/Kegia Lokasi Kebutuhan Sumb
Daerah dan 1 Dana/Pagu er
Program/Kegiatan Indikatif Dana

APBD
Provinsi

semestinya cuk naksimalkan kegia asan terhadap panti

sosial, terkhus s 3 nal an dana tersebut

kesejahteraan Sosial dan dikategorikan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS
adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat
berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun LKS vyaitu organisasi sosial atau

perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
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yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum.Adapun yang menjadi ktietria dari LKS ini adalah:

a. Mempunyai na

b. Mempun
c. Ber

Se
kegiatan I
sumber d
menyampai
selama 3 (t

maka LKS

Berik

Provinsi Riau:

struktur dan alamat organisasi yang jelas;

rogram
lenggaraan
AS IS
Mﬁ)‘qﬁaﬁﬁ & M}?ﬂﬁs pelaksanaan
n, keuangan,
S LKS, dan
i

epada slinstansi sosia erkala.Apabila
un t“tu-’ru L'tiEI_;Q aporan tertulis,

\\ =% , o ot

Jahteraan Sosial di

Tabel 1.3:Reka a Sl Sosial (PSKS) Se-

Provinsi Riau Ta 0

NO | Jenis PKS PEK NG KUA MER IN RO | JUuM

NBAR U NSIN | ANTI | HI HI LAH
U Al N G L L

1 Pekerja Sosial 32 35 0 20 27 41 46 45 409
Profesional
(PKH, Peksos,
PKSA)

2 Pekerja  Sosial | 145 108 | 72 80 | 72 143 188 75 104 101 62 194 | 1.444
Masyarakat
(PSM)

3 Taruna  Siaga | 327 43 44 100 | 40 39 41 39 39 30 18 22 832
Bencana
(Tagana)

4 Lembaga 52 7 7 26 12 5 12 6 3 1 13 11 155
Kesejahteraan
Sosial (LKS)

5 Karang Taruna | 58 31 119 | 16 17 101 90 12 78 73 126 | 101 | 822
(KT)

6 Lembaga 3 8 5 7 1 3 8 13 1 3 12 1 65
Konsultasi
Kesejahteraan

IPMKS & PSKS Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017. Him 15
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Keluarga (LK3)
7 Ke|uarga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Poineer
8 Wahana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Kesejahteraan
Sosial Keluarga
Berbasis
Masyarakat
(WKSKBM)
9 Wanita 1 17 33 1 18 10 3 20 45 15 213
Pemimpin
Kesejahtera:
Sosial
10 Pen 52 8 22 0 153
s
11 | Tel 18 | 166
TTAS ISLg
[oN]
Kec S
o 2 wli)
12 Dunia 3 62 4 252
13 Fami e 0 0 0 0 1
Unit
Total 0 5 1 29 461 | 436 | 4.573
Sumber: ahu
Ad m j idalam Permensos
No 22 Tah nta ndar. Kesejahteraan
Sosial.Stan lah s asi atau patokan pelaya minimal yang
dapat digun i aan pelayanan,
pelaksana, dan s ANB an si minimal yang
dibakukan da I i penyelenggaraan
kesejahteraan so R
Standar bagi
a. Standar kelembagaan, i pan identitas dan legalitas.
b. Standar organisasi dan ma , terdiri atas kelengkapan tata laksana

dan tata kelola organisasi.
c. Standar  program, terdiri atas  pengelolaan  program  dan
innovasi/pengembangan pelayanan.
d. Standar sumber daya, terdiri atas:
1. kelengkapan sarana dan prasarana;
2. kelengkapan sumber daya manusia; dan
3. kelengkapan sumber dana

2Permensos No 22 Tahun 2016
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e. Standar kemitraan, mencakup ruang lingkup, fokus, dan mekanisme
jejaring.

Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang
melaksanakan rehabilitasisosial bagi satu jenis.sasaransuntuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Standar minimum- sarana dan prasarana panti‘sasial meliputi:

a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat,
ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang
perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;

b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang
diagnosa, ruang konseling psikososial, ruanginstalasi produksi, ruang
olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang
praktik keterampilan, dan ruang kesenian;

c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang
ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar
mandi, tempat parkir,.dan rumah dinas/pengurus;

d. tenaga pelayanan panti-sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga
keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;

e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran,
peralatan ‘komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan
bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;

f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat
transportasi penerima pelayanan; dan

g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Namun demikian dalam pelaksanaan standar tersebut peneliti melihat
belumlah terlaksana dengan maksimal, terkhususnya pada standar kelengkapan
sarana dan prasarana.Hal ini dapat dilihat dari terjadinya kasus meninggalnya
balita dan pengurungan penghuni panti jompo yang dikelola oleh Yayasan Tunas
Bangsa didalam ruangan yang tidak layak dan tidak memenuhi standar, dan juga

izin yayasan tersebut sudah habis di tahun 2011.
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Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau,

Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur

pulau sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi

Sia ini dan dengan
soasial tesebut
Peran Dinas Sosial Pemerintah Da ovinsi Riau Dalam Pengawasan Panti

Sosial Di Kota Pekanbaru.

Berikut jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lembaga

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang ada di Kota Pekanbaru:



Tabel 1.4:Data Lembaga Organiasi Sosial diKota Pekanbaru Tahun 2018

13

NO NAMA LKS/ORSOS ALAMAT JENIS LKS JUMLAH
KLIEN
1 | PA. Putri Aisyiyah Riau JI.KH.Ahmad Dahlan Pelayanan  Anak 58
dalam Panti
2 | PA. Putra Muhammadiyah JI. Tuanku Tambusai Pelayanan  Anak 47
dalam Panti
3 | Yys. Perguruan Thawalib JI. Sudirman Pelayanan  Anak 30
(PA. dalam Panti
Bakti Mufaridun)
4 | Yys. Kesatuan Wanita Islam JI. Hasyim ‘Ashari Pelayanan  Anak 106
(YKWI)(PA.Amanah) dalam Panti
5 | Yys. Sri Mujinab (PA. Sri JI. Sutomo 105 Pelayanan  Anak 20
Mujinab) . dalam Panti
6 | Yys. H. Mahyuddin Datuk JI. Merpati Sakti No. 11 Pelayanan  Anak 36
AA (PA. As Showa) dalam Panti
7 | Yys. Tunas Bangsa JI. Singgalang V Pelayanan  Anak 27
(PA.Tunas Bangsa) dalam Panti
8 | Yys. Al-Fath (PA. Al-Fath) JI. Indapuri Pelayanan  Anak 62
dalam Panti
9 | Yys.Yys. Baiturrahman (PA. | Jl. Tenayan Raya Pelayanan  Anak 15
Baiturrahman) dalam Panti
10 | Yys. Al-lstiklal (PA. Ai- JI. Harapan Murni Pelayanan  Anak 60
Istiklal) dalam Panti
11 | Yys. At-Thoibah (PA. At- JI. Kapau Sari Pelayanan  Anak 30
Thoibah) dalam Panti
12 | YYS. Al-Hidayah (PA. Al JI.Fajar Ujung/Safari Pelayanan  Anak 60
Hidayah) dalam Panti
13 | PA. Al-Fajar Pelayanan  Anak 45
dalam Panti
14 | PA. An-Nisa JI.Dakota Tangkerang Pelayanan = Anak 29
Tengah dalam Panti
15 | PA. Ar-Rahim JI. Garuda Sakti KM 3 Pelayanan  Anak 54
dalam Panti
16 | PA. Mardhotillah JI. Hang Tuah Ujung Pelayanan  Anak 35
dalam Panti
UPT DINAS SOSIAL
PROVINSI RIAU
17 | UPT Panti Jompo Tresna JI. Kaharudin Nasution Pelayanan LU 80
Werdha Khusunul Khotimah (Lanjut Usia)
dalam panti
18 | UPT Bina Remaja PSMP Pelayanan  anak 30
tengku Yuk nakal dalam panti
19 | UPT Pengasuh Anak Pelayanan  Anak 50
dalam Panti
20 | PSBR Rumbai Pekanbaru JI. Khayangan Rumbai Pelayanan  Anak 140
(UPT Pusat) dalam Panti

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2018

Dilihat dari banyaknya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang

ada di dikota pekanbaru membuat Dinas Sosial harus lebih maksimal lagi dalam
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melakukan pengawasan-pengawasan terhadap panti tersebut. Hal ini dilakukan
agar tidak terjadi pelanggaran- pelanggaran yang dapat merugikan penghuni panti

sosial dan masyarakat.

jek di Kota

Pekanbaru jalan lintas timur KM 20 dan Panti Jompo yang berada di jalan
cendrawasih Kecamatan Marpoyan Damai dikurung didalam ruangan
bertralis besi dan dikunci dari luar selama bertahun-tahun dalam kondisi

ruangan yang tidak layak.

3. Belum maksimalnyaevaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah

Daerah Provinsi Riau yang mana masih ditemukannya panti yang tidak
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melakukan perpanjangan izin beroperasi. Hal ini dapat dilihat dari izin

Yayasan Tunas Bangsa yang sudah berakhir pada tahun 2011 dan

beroperasi lebih kurang enam tahun tanpa memiliki izin.

engawasi yang

asih ditemukan

SosialDi Kota Pekanbaru”?

D. Batasan Masalah
Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang
melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
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dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.Karena panti sosial memiliki
cakupan yang luas maka penulis ingin membatasi penelitian ini terhadap peran

dinas sosial pemerintah daerah provinsi riau dalam pengawasan panti sosial anak

Sosial Pemerintah

Sosial Di Kota

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan
IImu Pemerintahan dimasa yang akan datang seiring perkembangan
masyarakat yang semakin maju, kritis, dinamis dalam berbagain

aspek, termasuk perpolitikan.
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b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial Provinsi

Riau agar melakukan perbaikan-perbaikan untuk kedepannya dalam

mengawasi Panti Sosial di Kota Pekanbaru.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

untuk me

pakai sebaga

variable-v

Setiap kegiatan pengkajian ilmiah mempunyai sasaran.Setiap sasaran
dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan

menggunakan alat yang berlainan. Pengkajian terhadap sasaran yang sama (objek

3Mardalis, 2003.Metode Penelitian(Suatu Pendekatan Proposal).Jakarta : Bumi Him :15

Aksara.hlm 32
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materiil) jika dilihat dari sudut yang berbeda (objek formil) dengan alat yang
berbeda, memberikan hasil yang berbeda pula. Oleh karena itu pengkajian

terhadap objek yang sama dapat menghasilkan disiplin yang berlainan. Dari sudut

jabatan dal ar . ;' ala gan emerintah sebagai
lingkungan an adal celengkapan negarz hatan eksekutif,

jabatan legi an | A lainnya. Jabatan

pemerintahan dalam arti umum atau luas (Goverment in the broads sense).’
Menurut D.G.A Van Poelje (1953; 1) ilmu pemerintahan mengajarkan

bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.®

“Rosidin, utang. 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung, CV. Pustaka Setia. HIm:1
%bid,. HIm:2
6 Syafiie, Kencana, Inu. 2011, Etika Pemerintahan, Jakarta, PT. RINEKA CIPTA. Him : 62
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Menurut U. Rosenthal (1977; 17) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang

menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan

proses pemerintahan umum.’

&
il
a

g leh karena itu
pertama emp ' j : -H :: atau  kemampuan  untuk
ik
g
nen

mpunyai kekuatan

mengendalikan

atau dalam a u ANg art

Jadi menurut Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebagai sebuah ilmu tentang
bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how man are

governed).?

7 Ibid., HIm 62
8 Ibid., HIm 63
9 Ibid., HIm 63
19 Ibid., HIm 63
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Menurut Woodrow Wilson (1924; 9), pemerintahan adalah suautu
pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan
angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak
kelompok orang dari sekian banyak kelompok-erang yang dipersiapkan oleh suatu
organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal
yang memberikan keterangan bagi Urusan-urusan .umum kemasyarakatan.

Menurut Talizuduhu Ndraha (2002; 10), ilmu pemerintahan adalah ilmu
yang memperlajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan
tiap orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan
(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.'?

Menurut Samuel Edward Finer (1974; 3-4), pemerintah-harus mempunyai
kegiatan terus-menerus (proces), negara tempat kegiatan itu berlangsung (state),
pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner method
and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.*3

Menurut Musanef (1985; 7), ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang
dapat menguasai ‘dan_ memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas,
berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara antara dinas-dinas
itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.*

Menurut Soemandar (1985; 1), pemerintahan sebagai badan yang penting
dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentran

dan ketertiban umum, tuntuntan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan

1 bid., HIm 64
12 1bid., HIm 64
13 Ibid., HIm 65
1% Ibid., HIm 65
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kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengautran-pengaturan,
komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.'®

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, perencanaan serta fungsi pemerintah

adalah tatz ha neg - han, pembangunan dan
pelestarian alah pengaturan,
pembinaan

Afan ‘Gaffar didalam makalah pa : iImu
pemerintahan ye iselengga 3 ntahan Pada 25 juli

1995 mende : N S 5 emepelajari proses

disusun dan di fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap

warganya.®®

5 Ibid., HIm 65

%6 1bid., HIm 65

7 1bid., HIm 65

18 Ndaraha, Talizuduhu. 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahn, Jakarta, PT. RINEKA CIPTA. Him : 16
19Syafiie, Kencana Inu. 2005, Pengantar llmu Pemerintahan, Bandung, PT. Refika Aditama him :
21
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lImu pemerintahan menurut Syafiie (2011;23) adalah ilmu yang
mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan
(legislatif) kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan
daerah, maupun_rakyat dengan.pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan
gejala pemerintahannya, secara baik dan benar.

Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki
unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan antara
hubungan dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya
diwakili oleh dinas tersebut;

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik
dari setiap dinas umum sebagai kebulatan yang menyelidiki sistematis
problem-problem sentralisasi, desentralilasi, koordinasi pengawasan
kedalam dan keluar, atau;

3. Suatu” Ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya
hubungan pemerintah dan yang. diperintah. Dapat diatur sedemikian
rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan
pihak yang lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat dan
daya tindak yang efektif dan efesien dalam pemerintahan, atau;

4. llmu yang diterapkan dan‘mengadakan penyelidikan dinas umum dalam
arti yang seluas-luasnya, baik terhadap sususan, maupun organisasi alat
yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-
metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Dengan demikian menurut Syafiie ilmu pemerintahan dapat disimpulkan
sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan
kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan
pusat dan daerah, antar lembaga serta yang memerintah dengan diperintah secara

baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.?°

20Syafiie, Kencana Inu. 2011, Pengantar lImu Pemerintahan, Bandung, PT. Refika Aditama. Him 10
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2. Teori Pemerintahan
Menurut CF. Strong, pemerintah adalah organisasi yang melakukan hak

untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti

ntahan adalah
lembaga at e an negara, dalam
menjalanka

Sedangka 3 gemuka ar '_ ah-merupakan suatu

between instiutions involved in collective action. Organization are

defendent upon each other for the achievment of collecting action, and

21 Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor. Ghalia Indonesia. Him 8
2Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta. Pt. RajaGrafindo Persada. Him 55
3 |bid., HIm 55

24 Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. PT RajaGrafindo Persada. Him 18



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

25

thus must exchange resouces and negotiate shared understandings of

ultimate program goals.?®

Maksudnya adalah pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan daya

yang mendapat izin dan kekuasaan dari tuhan.?
2. Perjanjian Masayarakat
Berlainan dengan pendapat Stahl, maka terdapat teori-teori yang

berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan itu tidak bersandarkan atas

25 Awang, Azam. 2011. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pekanbaru: ALAF RIAU. Him 11
26 Kansil, Christine. 2007. ilmu negara, Jakarta, Pradnya Paramits. Him 111
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kekuasaan tuhan, akan tetapi kekuasaan pemerintahan itu adalah suatu bentukan
ciptaan manusia, yaitu berdasarkan atas perjanjian masyarakat.

Menurut Jean Jacques Rousseau yang teorinya disebut dengan contrat
social Roussseau,«yaitu perjanjian_dimana semua rakyat berhak untuk ikut serta
mengadakannya, dan bahwa tiap-tiap orang dalam perjanjian . ini harus
menyerahkan segala hak dan. kekuasaan dan kemerdekaannya demi kepentingan
masyarakat = seluruhnya, . sehingga dengan demikian. terbentuklah suatu
pemerintahan.yang berdaulat.?’

3. Kedaulatan Hukum

Adapun menurut H. Krabble, mengatakan bahwa tidaklah benar suatu
pemerintahan itu suatu sumber kekuasaan merdeka dengan hak untuk ditaati, yang
benar adalah kekuasaan pemerintahan yang dibenarakan menurut hukum, jadi
kekuasaan pemerintahan adalah suatu kekuasaaan yang telah ditetapkan meurut
tindakan-tindakan dan hukuman-hukuman atas pelanggaran tertentu. Hukum
sendiri terpengaruh kekuatannya oleh rasa keadilan manusia.?®

Pemerintahan berasal dari kata “ perintah®.yang telah ditambah awalan

“pe” menjadi kata. “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an”

menjadi kata “pemerintahan”,” dalam hal ini beda antara “pemerintah”

dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau

organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal

ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Didalam kata dasar

“perintah”paling sedikit ada empat unsure penting yang terkandung

menurut Syafiie , yaitu sebagai berikut:

a. Ada dua pihak yang terlibat

b. Yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau
pemerintah

. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat

d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan?®

o

27 Kansil, Christine. 2007, ilmu negara, Jakarta, Pradnya Paramits, Him 111
28 Kansil, Christine. 2007, ilmu negara, Jakarta, Pradnya Paramits, Him 112
25Syafiie, Kencana Inu. 2011, Pengantar llmu Pemerintahan, Bandung, PT. Refika Aditama. HIm:5
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Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik
dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

dengan membuat peratura undang-undangan yang akan mengatur
hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya
aturan dan tatanan yang di sepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini
pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, penerapan peraturan dan
pemberian sanksi bagi yang melanggarnya.

b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah di bebani kewajiban
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga di lakukan
pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas
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dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaanya cukup tangguh
dan berbobot.
c. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintah dan

cukup beraga ini pemerintah akan dapat

, dengan adanya fungsi

memiliki dua

provider jasa

jasa hankam,

mendelegasikan sebagian wewena epada pejabat-pejabat dibawahnya
seperti pemerintah provinsi untuk menjalankan tugas kepemerintahan di Daerah,
berdasarkan asas pembantuan, demikian juga pemerintah provinsi dapat

mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah di Kabupaten atau Kecamatan

untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan.

30Ndraha, Tazilidun, 2003, Kybernology (IImu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta, HIm.75
3INdraha (dalam Labolo) 2006, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. HIm. 25
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Selanjutnya fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian,
yaitu: Pelayanan (public service), Pembangunan (development), pemberdayaan

(empowering) dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip D. Rosevelt (dalam

pemberda

\ﬁg\ =

A S 3E)E)

\ &
)
-

menciptaka

otonom yang lain sebagai badan e daerah tersebut.?

Berdasarkan pemikiran diatas, maka yang dimaksud dengan pemerintahan
di daerah merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh didalamnya ada
komponen-komponen, yaitu kepala daerah, dewan perwakilan rakayat daerah,

sekretaria daerah, sekretairat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, serta

32 Djaeunri, Aris. Op. Cit. Hal 9
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perangkat darah otonom lain yang masing-masing memiliki fungsi tertentu yang
saling terkait dan saling bergantung, baik berdasarkan asas desentralisasi, asas

tugas pembantuan, asas dekonsentrasi serta asas vrijbestuur dalam rangka

dan tugas ‘pen an denga : 3 lam sistem dan
prinsip Negara an  Re . aksud dalam

Undang-U

Selanj - ayat | an ke Otonomi Daerah
adalah hak,

mengurus sendir k&.

dalam sistem Negara Ke Q Q ‘

Dalam melaksanakan p urusan Pemerintahan, terdiri atas
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan

Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

3 bid., HIm 9
34Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2)
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Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat, meliputi:

a. politik luar negeri;

Pemerintahan
yang diba eme . - I dan Daerah

n ke Daerah

Adapun urusan pemerinta p-yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar meliputi:

pendidikan

o ®

kesehatan

pekerjaan umum dan penataan ruang

a o

perumahan rakyat dan kawasan permukiman

@

ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

=h

sosial
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Adapun urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

meliputi:

Selanjutnya yang disebut urusan pemerintahan pilihan sebagaimana

dimaksud pada pasal 11 Ayat (1) diatas meliputi:

o ®

- ® o O

kelautan dan perikanan
pariwisata

pertanian

kehutanan

energi dan sumber daya mineral
perdagangan
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g. perindustrian
h. transmigrasi.

Selanjutnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umumadalah urusan

adi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

gragama, ras, dan

lokal, regional,

sesuai dengan ketentua perundang-undangan
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan

kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
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5. Teori Organisasi

James D. Mooney mendefiniskan organisasi sebagai bentuk setiap

perserikatan orang-orang untuk mencapai suaut tujuan bersama.

orang-oran

Wili N uskan orga rganisasi Formal
merupakan

bekerja sec

A\

A )
S
(1) 3
O
QD
(@]
)
O
@
%
=1

kewenangan

200N
=
|

antara seorang atau sekelompok orang yang di sebut pimpinan dan

seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.*®

35 Nawami, Zaidan. Op . Cit. HIm 75

3 |bid,. HIm 75

37 bid,. HIm 75

38 Kartono, Kartini. 2014. Pemimpin dan Keemimpinan. Jakrata.PT. RajaGrafindo Persada. Him 7
3 |bid., HIm 7
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Menurut Chester |. Barnard, organisasi adalah sebuah sistem tentang

aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak

pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.*°

sebagai su: hub a emberikan mereka
kepada orang ang di te ; ' epangan. Dengan
demikian : Japa ‘j I'Dara atasan kepada
bawahan y3

usaha.*?

kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh
pemerintah daripada atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak

sampai kedasar dari seluruh badan usaha.

40 syafiie, Kencana, Inu. 2013. lImu Pemerintahan. Jakarta: PT Bumi Aksara. Him 128
41 bid,. HIm 129
42 |bid,. HIm 129
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Menurut Millet dalam Syafiie organisasi adalah sebagai kerangka struktur
dimana dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk

mewujudkan suatu tujuan bersama. Sementara menurut Simon (dalam Syafiie,

manusia yang
dapat diken capainya suatu

tujuan.*

Dari defenisi-defenisi tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa

organisasi merupakan

43syafiie, Kencana Inu. 2011. Manajemen Pemerintahan, Jakarta: PT Perca. Him: 11-12

4% Indrawijaya, lbrahim, Adam. 2010. Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: PT Refika
Aditama. Hal:9
4 |bid,.Hal:9
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1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi

2. Didalam terjadinya berbagai hubungan atas individu maupun kelompok

baik dari organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi

dengan cepatnya berubah sebag J et _ aru. Dengan demikian ada
beberapa ke
luasnya peng

dapat di setuj

serangkaian perencanaan perubahan yang sitematis yang di lakukan
secara terus menerus oleh suatu orgaanisasi

2. Pengembangan organisasi merupakan suatu pendekatan situasional atau
kontigensi untuk meningkatkan efektifitas organisasi

3. Pengembangan organisasi lebih menekankan pada sistem sebagai

sarana perubahan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

38

4. Pengembangan organisasi meliputi perubahan yang sengaja di
rencanakan.*®

Organisasi dirumuskan sebenarnya sangat bergantung pada kontek dan

Q)
s\ o £
@
g
%
3
a
S
o)

ANVERRE

organisasi
berikut:
itas orang yang

yang terdiri dari

kerja sama adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh

aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk

“%Siagian, Sondang P. 2007, Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta. Halaman 4

47 Thoha,Miftah . 1984. Dimensi-dimnesi prima llmu Asdministrasi Negara. Him 123
8 |bid,. HIm 124
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melakukan kerja sebagai suatu fungsinya yang ajek, baik dilakukan oleh pimpinan
maupun oleh pegawai-pegawai adminstrasi lainnya.*®

Organisasi harus memiliki dan mempertahankan karyawan terbaik,

memfasili

inovasi.>°

6. Teori Manajemen
Menurut Mary Parker Follet, manajemen sebagai seni daam
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Atau sebagai pengaturan atau

pengelolaan sumber daya yang ada sehingga hasilnya maksimal.>

4 |bid,. HIm 124

S0Sedarmayanti. 2011. Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan
Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan. Hal 2

*1lbid,. HIm 2
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Adapun J. G. Longenecker mendefinisikan manajemen sebagai suatu

proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengkoordinasikan usaha-

usaha kelompok, dan kepemimpinan.5®

ampuan yang

dengan jalan

sarana untuk mencapai sasaran secara efektif.>’

52 Nawawi, Zaidan. Op. Cit. Him 10
53 lbid,. HIm 11
54 Ibid,. HIm 11
55 Ibid,. HIm 11
%6 |bid,. HIm 14
57 Kartono, Kartini. Op. Cit. HIm 13
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Mary Parker Follet dalam Indriyo Gitosudarmo (1996), mendefinisikan
manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.*®

Sementara itu Ricky W. Griffin dalam Indriyo Gitusudarmo (1996),

datang.%?
George R.Terry dalam bukunya Principles of Management (1964)
mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan

>8Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Him 2

%9 bid., HIm 2

€0 bid., HIm 2

61 Syafiie, Kencana, Inu. IlImu Pemerintahan. Op. Cit. HIm 125
62 |bid,. HIm 125
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untuk menentukan serta mencapai sasaran Yyang telah ditentukan melalui

pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.%

John D. Millet dalam bukunya Management in the public Services (1954)

adalah proses

a organisasi dan

yang dimaksud

manajemen adalah : a liri dari perencanaan,

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan
sumber daya manusia dan lainnya.

Selanjutnya menurut Tead (dalam Syafiie, 2011;2) manajemen adalah
proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

%3 Ibid,. HIm 126
6 |bid,. HIm 126
6 Ibid,. HIm 126
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Manajemen mempunyai fungsi yang disebut dengan fungsi-fungsi
manajemen berfungsi mengelola 6 M yaitu: Man, Machine, Material, Money,

Methoda, dan Market. Man adalah manusi atau SDM yang berfungsi mengelola

organisasi atau pegawali ' a : rutin sesuai dengan
kemampuan yang dimiiliknya untuk menyesuaikan program kerja yang telah di
buat berdasarkan tujuan , visi, misi suatu organisasi. Selanjutnya tugas pokok
adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan

tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai

suatu tujuan. (Thoha, 2011;79)

%Tanjung, Rusli, Amries. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik. Pekanbaru: UR Press.
Him. 1
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Menurut Moenir (2010;24) fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau
erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu

yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau

\ D)

g \2
'S
D)
=
c
~—+
(23
—h
=4
=1
QD
c

pelaksanaannyé

8.Teori Pe
Peral
tingkat diha

Besar Bahas:

wNatlEht

S

harus dilaksa
Kedud
lapisan, dan memp * sial. Sistem sosial adalah

ndividu dalam masyarakat

pola-pola yang mengatu Q @ ‘ “‘n}]&

dan antara individu dengan ma dan tingkah laku individu-individu
tersebut.Dalam hubungan-hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan
individu  mempunyai  keseimbangan  kepentingan-kepentingan individu
termaksud.Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan.Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, dia

menjalankan suatu peranan.
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Peranan menurut Soekanto (2007;212):”Peranan (role) merupakan aspek
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.

Menurut seekanto (2007;213) mencakup sedikit tiga pengertian:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat.

b. Peranan adalah suatuckonsep tentang.apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam'masyarakat sebagai organisasi,

c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting

bagi sruktur sosial kemasyarakatan.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud
sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau
kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu
organisasi.Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari
pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

Dari pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang

menjadi tugas, fungsi dan kewenangan terhadap sesuatu hal atau kejadian yang

intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam kedudukan suatu organisasi.

9. Pengawasan

Sebagaimana di kemukakan oleh Ibrahim (dalam Fathoni, Abdurrahmat,
2009), pengawasan merupakan kegiatan manajer agar pekerjaan-pekerjaan
terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang
dikehendaki.®"Jika teori ini dikaitkan dengan kajian yang diangkat yaitu tentang

peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Riau dalam pengawasan

67 Fathoni, Abdurahman. 2009. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. PT RINEKA
CIPTA, Hal:31
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Panti Sosial di Kota Pekanbaru, peneliti melihat bahwa kegiatan manajer yang
dilakukan oleh dinas sosial provinsi Riau belum berjalan dan terlaksana dengan
baik. Hal ini dapat dilihat dari kejadian yang terjadi diawal tahun 2017 dimana
dinas Sosial Provinsi Riau mengalami_kecolongan atau lepasnya pengawasan
yang mengakibatkanterjadi kasus tewasnya seorang balita penghuni panti dan
pengurungan penghuni panti jompo'yang dikelola oleh yayasan tunas bangsa yang
mana izin dari panti tersebut sudah habis dan belum diperbarui. Dalam kasus ini
Dinas Sosial baru turun kelapangan ketika sudah terjadinya kejadian tersebut, hal
ini berlawanan dengan teori diatas yang mengatakan bahwa pengawasan
merupakan Kegiatan manejer agar kegiatan-kegiatan dapat terlaksana dengan
baik.Dari kejadian tersebut menunjukan bahwa kegiatan manajer yang dilakaukan
dinas sosial provinsi riau tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan

perencanaan sehingga hasil dari kegiatan tersebut tidak berjalan dan tercapai.

Menurut Komaruddin (1992;5), pengawasan adalah untuk menjamin
bahwa kegiatan terarah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam
batas-batas struktur ‘organisasi. Adapun indikator pengawasan merupakan
pengembangan standar pelaksanaan, pegukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil

pelaksanaan, dan perbaikan.

Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan
sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan
adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang
dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain

adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan
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pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah
mengamati daan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi.

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.®®

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa indonesia jelas sekali

bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa inggris, kedua

68 |bid,.Hal:32
8 Ibid,.Hal:32
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pengertian tersebut tidak dibedakan dalam kata “controlling” yang diterjemahkan
dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga “controlling” lebih luas
artinya dari pengawasan.Jadi pengawasan adalah termasuk

pengendalian.Pengendalia ala_dari_k 3 hingga pengendalian

dilaksanakan sesuai dengan renca yang ditetapkan. Sedangkan Sarwoto

mendefinisikan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan

70 Situmorang, V,M, Juhir,J,1998 Aspek Hukum Melekat Dalam Lingkungan Aparatur
Pemerintahan (Cet.ll),jakarta, Rineka Cipta.him.18

L Sujamto,1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (cet.ll),jakarta, Ghalia
Indinesia.him.24

72 Situmorang, V,M, Juhir,J. Op. Cit.him.20
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pekerejaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengn rencana yang ditetapkan dan atau

hasil yang dikehendaki.”

Irawan Soejito mengatakan pengawasan adalah.segala usaha atau kegiatan

merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai
bentuk pemerikasaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak

dibawahnya.“Dalam ilmu manjemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan

3 |bid,hIm.18.

7 Irawan Soejito, Pengawasan Terhadap Pearaturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah,Jakarta,Bina Aksara,1983,hIm.9.

7> Azwar Aziz, Loc Cit.
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terakhir dari fungsi manajemen”. Dari fungsi manajerial, pengawasan

mengandung makna pula sebagai: "

“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang

Pada dasarnya ada beberapa S pengawasan yang dapat dilakukan,

yaitu:

1. Pengawasan intern dan ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau

badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan”.

76 http//www.jenispengamasan.com
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Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan
langsung atau pengawasan melekat (builtin control) atau pengawasan yang

dilakukan secara rutin oleh inspketorat jendaral pada setiap kementrian dan

pengawas ade 1 ‘ alam hal ini di
Indonesoa ada an peme o , )akan lembaga
tinggi negara ef lari 02 . Dalam

menjalank g ; ¢ menga pemeriksaan aparat

dilakukan terhadap suautu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga
dapat mencegah terjadinyannya penyimpangan”. Lazimnya, pengawan ini
dilakukan pemerintah dengan maksud menghindari adanya penyimpangan
pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara
lebih besar. Disisi lain, pengawsan ini dimaksudkan agar sistem tpelaksanaan

anggaran dapat berjalan sbagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif
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akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung,

sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan kan terdeteksi lebih awal.

Disisi lain, pengawasan repersif adalah “pengawasan yang dilakukan

\ &

AN &

S B
-« A
5
=
"G:
(@]
=4
)
©
£
>

pengawasan

pengujian te

kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah
pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu

pengeluran tersebut diperlukan dan beban biaya serendah mungkin”.

4. pengawasan kebenaran formil meurut hak (rechtimatigheid) dan
pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran

(doelmatigheid).
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Dalam kaitannyan dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan
untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan negara

yang tertuju kepada aparatur atau pegawai negeri”.Dengan dijalankannya

manajemen me : selu < an.organisasi guna

lebih men;j a : an sesuai dengan

sedang berl v il : ukan hanya sesuai

rencana, aka

mungkin.
Sementara san menurut Marnis
(2008;329) adalah suatu prose egiatan operasional untuk

mengetahui apakah kinerja sesuai de andard dan tujuan organisasional yang

diharapkan.

Pengawasan menurut Terry (dalam Syafiie, 2011;109) adalah proses

penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu

" http//www.jenis dan sasaran.com
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pelaksanaan menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sementara itu batasan pengawasan lain sepe

N TS i

I menurut Siagian (dalam

Syafiie, 20 eluruh kegiatan

Q ak an sesuai

W,
A [
L\

\\;\f&\"fs}\

< %

) -
O
=
QD
>
[72]
QD
>
QD
QD
>
>
D
.
QD

QD
«
QD
=
(%2}
c
©
QD
<
QD
=~
@D
(=]
s
—
@D
—+
QD
©
>~
V)
=
°
[¢]
—
c
>
L
c
ol

rencana.
Sukarna, 2

rencana, in

Melih

pengawasan

penyimpangan-penyimpangan dari pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan
kegiatan apabila terjadi penyimpangan dari apa yang direncanakan maka dapat

dilakukan tindakan perbaikan.

Selain itu juga bisa dikatakan pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai
suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya
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hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang

kemudian dapat dilakukan perbaikannya.

Pentingnya pengawasan sebagaimana penpeliti kutip dari Marnis

bawahannya,

ting dilakukan

Standar
Pengukuran
Penilaian
Perbaikan

1.
2.
3.
4.

Ketika pengawasan berlangsung, kegiatan pertama yang perlu dilakukan

adalah pengembangan standar, Pelaksanaan dengan cara menetapkan alat alat
pengukur sehingga kita dapat menilai setiap pelaksanaan yang sedang atau sudah

selesai. Standar yang objektif dan cermat dan serasi dengan keadaan yang khusus
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harus ditetapkan.Kegiatan kedua adalah pengukuran hasil pelaksanaan yang
merupakan kegiatan menetapkan status pelaksanaan yang sedang dan telah selesai

dilaksanakan.Pengukuran ini dapat dilakukan bilamana pra pengawas

10. Panti St

Pe

3

He Rt ALY

At

terpisahkan
sosial yang
berperan dala
kehidupan yang

Penyelenggaraan

danberkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Rl Nomor 11
Tahun 2009tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk mendukung pembangunan sosial,
dibuthkan partisipasi dan peran dari masyarakat. Salah satu partisipasi yang dapat
masyarkat lakukan yaitu dengan mendirikan lembaga kesejahteraan sosial atau

disebut dengan LKS.
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Menurut Peraturan menteri nomor22 tahun 2016 tentang Standar Nasional
Lembaga Kesejahteraan Sosial,LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan

sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk

tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan

normatif secara fisik, mental dan sosial. (Kepmensos No.50/HUK/2004).

Panti  sosial  dimaksudkan  sebagai  lembaga/unit  pelayanan

yangmelaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan
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dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial

agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.78

B. Kerangka Pikir

Men a kerangka pikir
adalah masalahan
kita. Ker Wﬁ%grghs 's'ﬁﬂm‘& il penelitian
yang relev

r
-, F b

P
llu-; - -

inas Sosial Pemerintah Daer: alam

awasar il di

I l' H "" I

ilai

Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan

Gambar 1.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peran Dinas Sosial Daerah
Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota
Pekanbaru

78permensos No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

59

C. Hipotesis
Adapun hipotesis yang dikemukakan sebagai kesimpulan sementara dari

penulis bahwa peranan Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau dalam pengawasan

menjelaskan

a dan maksud

lirumuskan atas
dasar genela # J] kte keadaan, kelompok, atau
individu. Pe K arapkan, ‘akan : enyederhanakan

apa kejadian yang

menimbulkan kesalahan penge terlebih  dahulu penulis akan
mengoperasionalkan sesuai dengan penelitian yang terdapat didalam tulisan ini

sebagai berikut:

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh
Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Pengawasan Panti Sosial.
2. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.
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3. Dinas Sosial yang dimaksud disini adalah DinasSosial Daerah Provinsi
Riau.
4. Pengawasan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah yang

i-denaan dan dalam batas-batas

N LIRS My '@@‘

o

memberikan pela

kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga
memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi
pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai
bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang

akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.
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7. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau panti jompo yaitu

tempat atau lembaga yang bertanggung jawab untuk merawat dan

menampung manula atau manusia lamjut usia.

Konsep

: iy disay yejepe i udwnyo

pengawasan
adalah untuk
menjamin bahwa
kegiatan terarah
berjalan sesuai
dengan tujuan dan
rencana dan dalam
batas-batas

struktur organisasi.

(Komaruddin
1992;5)

At EEUN

N

4. Perbaikan

Pekanbaru

Ukuran

dengan standar

. Memeriksa

Kelayakan fisik

Panti

a. Apabila Terjadi
Penyimpangan

b. Jika yang sudah
diterapkan tidak
dilaksanakan

c. Evaluasi

Berperan
Kurang Berperan
Tidak Berperan

Berperan
Kurang Berperan
Tidak Berperan

Berperan
Kurang Berperan
Tidak Berperan

Berperan
Kurang Berperan
Tidak Berperan

Sumber: Modifikasi Penulis
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F. Teknik Pengukuran
Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan persentase (%)

dengan tiga kategori penilaian yakni Berperan, Kurang Berperan, dan Tidak

Berperan.

esponden pada

baik dengan

Cukup Ber ile il ra an responden pada

baik dengan

Tidak Berper:

1. Standar, dikatakan :
Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada
tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan

persentase antara 67%-100%.
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Cukup Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada
tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan

persentase antara 34%-66%.

Tidak Berperar

*‘“
<>
=
e

2. Pengu
Berperan esponden pada

baik dengan

S L N

Cukup Berpera

<202
P
8:

Tidak Berperan

ara 0%-33%.

3. Penilaian, dikatakan :
Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada
tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan

persentase antara 67%-100%.
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Cukup Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada
tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan

persentase antara 34%-66%.

Tidak Berperar

«®
““

4. Perbaika

<

”
£
[

Berperan esponden pada

baik dengan

Cukup Berpe

‘\ﬁ\\\\\‘

N

Tidak Berperan ata ilaian responden pada
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

dan menggunakan met antitatif ) mana menuntut peneliti
menggunaka sioner  sebagai - instrumen pe ya, penafsiran

terhadap data denga : e an dari hasilnya dalam

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah
Provinsi Riau yang memiliki tugas yang salah satunya yaitu pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan pada Sekretariat, BidangPerlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang
Rehabilitasi Sosial, BidangPemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir

Miskin.
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Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Pemerintah
Daerah Provinsi Riau yaitu dikarenakan penulis masih menemukan fenomena-

fenomena yang berkaitan dengan pengawasan panti sosial terkhususnya di

anadalah suatu
jawab untuk

memberikan pelaya erlantar, memberikan

diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai
insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Adapun
Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau panti jompo Yyaitu tempat atau
lembaga yang bertanggung jawab untuk merawat dan menampung manula atau

manusia lanjut usia.
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Tabel I11.1 Populasi dan Sampel TentangPeran Dinas Sosial Pemerintah

Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru.

No

1.

Sumber : M

D. Teknik

Berda
untukKepala
Sosial, dan Ke

menggunakan tekni

J

is Populasi Jumlah

am

S

r

secara sengaja sesuai den

Sampel

1

1
1

i MR‘Q{/
b

5

19

27

@m ampel penelitian

dang Rehabilitasi

asi anjut Usia, penulis
o

tu pengambilan sampel

arata yang diperlukan, sedangkan

untukPegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Pengelola

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usiamenggunakan sensus yaitu

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
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E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

mengukur sikap responden/informan, namun juga dapat digunakan untuk
merekam berbagai fenomena yang terjadi. ”° Peneliti melakukan pengamatan
langsung di Dinas Sosial Provinsi Riau dan Lembaga Kesejahteraan Sosial anak
(panti asuhan) dan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (panti jompo).Dengan

observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

9Syafhendri. 2014. Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister llmu
Pemerintaha.Pekanbaru. Him 22
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b. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan dengan alternatif

jawaban yang diseba kepada masyarakat yangsdijadikan sampel, setelah

’egawai  Dinas
Sosial Dae eran Sosial Anak
dan Lanjut eran Dinas Sosial

Daerah Pro

d. Dokumenta

dari lembaga yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian melalui penelitian
berupa daftar pertanyaan atau kuisoner, selanjutnya dikelompokan dan diolah
secara kuantitatif atau pengelompokan dan penyajian data melalui angka-angka

berbentuk tabel data tunggal.Kemudian data tersebut diperesentasikan dan
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dijelaskan serta dianalisa secara deskriptif sesuai dengan data yang didapatkan
guna analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapatkan hasil

penelitian tersebut kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan tersebut.

H. Jadwal e n

Ll

Jenis Kegiatan | Sep i aret April

Penyusunan
uUpP

é:ﬁminar up

Ebesioner

Rekomendasi
ervey

Survey
Capangan

5na|isis Data ANB

Penyusunan
kaporan Hasil
Penelitian e |w

(Tesis)

Konsultasi
Revisi Tesis

fenf Wwefsy $espAinn pepeisnddog

Ujian
Komprehensif
Tesis

Revisi Tesis

Pengadaan
Tesis




N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

71

BAB IV

LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

di
provinsi Rié .- _: \erupa 3 f’ onomi terbesar
di bagian : A, B . ‘ dengan tingkat
pertumbuh nigrasi da ota erawal dari sebuah

Pekanbaru mempunyai S udara internasional, yaitu Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim Il dan terminal bus antar kota dan antar provinsi
Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita
Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat
menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal
sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi

kesejahteraan masyarakatnya.


https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Saudagar_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_udara_internasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Sultan_Syarif_Kasim_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Sultan_Syarif_Kasim_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Etnik
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Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai
Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari
pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada
abad ke-18, wilayah Senapelan.di_tepi Sungai-Siak, menjadi pasar (pekan) bagi
para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini
berkembang menjadi tempat permukiman’ yang ramai. Hal ini tak lepas dari
peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat
kekuasaan = Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk
menghindari campurtangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah
sebelumnya ~ beliau = berhasil menaiki ° tahta ~ dengan = menggeser
keponakannnya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun
di tempat init kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan
daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan
tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat
sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini
kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, pekan
baru ini menjadi bandar  yang sangat..ramai sehingga lama kelamaan
nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784,
berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri
dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan
ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi

kota ini.


https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Saudagar_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Alamuddin_dari_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Mempura,_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Senapelan,_Pekanbaru
https://id.wikipedia.org/wiki/Ismail_dari_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Teratak_Buluh,_Siak_Hulu,_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/Buluh_Cina,_Siak_Hulu,_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangkinang
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_dari_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/23_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1784
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

73

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1
tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrikdari Kesultanan Siak.

Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar

nderafdeling
tanggal 8

Maret 194 Kan [ : c iliter yang

apan  Gubernur
ijadikan daerah
a tanggal 19
1956 Republik

ota kecil dalam

Republik Indonesia, Pe

Q am wilayah Provinsi Riau yang baru
Ugas®

terbentuk. Kota Pekanbaru res kota Provinsi Riau pada tanggal 20
Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25sebelumnya
yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota

Provinsi Kepulauan Riau).


https://id.wikipedia.org/wiki/19_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/1919
https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/1931
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_Kiri,_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_Kiri,_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/1940
https://id.wikipedia.org/wiki/1942
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/8_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/8_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1942
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1946
https://id.wikipedia.org/wiki/Kotapraja
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b. Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada

jalur lintas  timur matera, terhubung s beberapa kota

seperti Medan,PadangdanJamb i , : administratif,  diapi

sementara

berada pada ke erk ; at aan laut. Kota
ini termasuk be opi _ Kisar antara 34.1 °C

hingga 35.6

Senapelan da : ) 8 ahun 1965 menjadi 6

kecamatan, : d luas wilayah

yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 1987.Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota

ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.
c. Kependudukan

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk

terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar
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Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju

pertumbuhan penduduknya.

besar
adalah Melayu; Jawa, Ti ), dan Batak. Pe ¢ kota Provinsi Riau
dari  Tanjung ; " 2 L n andil besar
menempatkan £ > as 0 pemerintahan kota,

Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain
itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di
Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru

yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa

pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai
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pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950
kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota

Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi

pabrik pulp dan  kertas, perke Kelapa sawit beserta pabrik
pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan | 2010 mengalami peningkatan
inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai
0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok
barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada
triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan

0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat


https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/PRRI
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaharuddin_Nasution
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pekansikawan&action=edit&redlink=1
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sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07%

pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang
peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni keta ini. Penemuan
cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan
dan migrasi penduduk dari. kawasan lain. Sektorperdagangan dan jasa saat ini
menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya
pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa
pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza
Sukaramai, Mal* Pekanbaru, Mal = SKA, Mal ' Ciputra Seraya,Lotte Mart,
Metropolitan Trade Center, The Central, Panam. Square, Giant, Transmart
Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan
modern ini, pemerintah Kkota- terus, berusaha “untuk tetap .menjadikan pasar
tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan,
memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya.Beberapa pasar tradisional
yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah; Pasar Raya Senapelan (Pasar

Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus
mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %,
dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika
dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa

investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk


https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mal_Pekanbaru
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penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan,

sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

2. Dinas Sosial

dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahn, serta
melanjutkan/pengembalian orang terlantar. Dalam pembangunan nasional selama
ini, masalah sosial yang menjadi sasaran pelayanan berdasarkan Keputusan
Menteri  Sosial Rl No. 24/HUK/1997 Tentang Sistem Pembangunan
Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua hal, yaitu penyandang masalah kesejahteraan

sosial yang terdiri dari 21 jenis serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
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Provinsi Riau berada dalam kawasan kerjasama Segi Tiga Pertumbuhan

Indonesia, Malaysia, Singapura growth Triangel (IMS-GT). Posisi penting

tersebut akan terus disandang oleh Provinsi Riau, seiring dengan perkembangna

sebanyak 34.6(

sebanyak 23.671

pemerintaha (Departemen Sosial), stansi terkait dan masyarakat.

Selain daripada itu, salah satu pembinaan yang sedang dilaksanakan oleh
jajaran Departemen Sosial di Provinsi Riau adalah melalui pendekatan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) dengan ebrbagai jenis dan kerajinan yang tersebar di 12

(tujuh) Kabupaten/Kotamadya di Provinsi Riau.
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b. Sejarah berdirinya Dinas Sosial Provinsi Riau

Sebelum ibukota Provinsi Riau ditetapkan di Pekanbaru, Ibukota Provinsi

ini terlietak di Tanjung.Rinang. Pada saat itu semua Jawatan atau Dinas Tingkat |

masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut
pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan
dilaksanakanya Sidanh Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang
menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannya segera
setelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai Departemen dituntut untuk

memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kerja
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keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program
Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam era reformasi Departemen Sosial
menetapkan 3 program pokok, yakni Program Penyelamatan, Reguler dan
Pemberdayaan. Melaksankan pemilihan umum' secara LUBER, JURDIL, pada

tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar.

Pembentukan MPR:RI-dan DPR RI. Kemudian dilaksanaka Sidang Umum
MPR dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 yang antara lain memilih
Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais Sebagai Ketua
MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai
Presiden dan.Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Tanggal 26
Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari
35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sesial tidak termasuk
dalam susuna kabinet. Pada-tanggal, 26r oktober 1999, Sekretaris Jenderal
Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa
Departemen Sosial berada pada Menteri-Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan
Pengatasan Kemiskinan. Pada tanggal 26 Oktober. 1999 para Kakanwil dan Eselon
Il di Pusat, diundang olen Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri
Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian

ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut.

Pada tanggal 27 Oktober 1999 para Esselon | dan para pakar sosial
diterima oleh Presiden RI guna menyampaikan agar Departemen Sosial tetap
eksis. Namun Bapak Presiden tetap pada pendiriannya dan aspirasi tersebut

diteruskan melalui Ketua DPR RI, yang kemudian para Kakanwil di daerah dapat
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menyampiakannya pada tanggal 28 Oktober 1999 pagi hari sebelum pukul 12.00
WIB. Pada tanggal 28 Oktober 1999 pukul 08.15, seluruh karyawan/karyawati
Departemen Sosial, Depsos Kodya Pekanbaru, UPT, menyampaikan aspirasinya
ke DPR Provinsi Riau tentang.beberapa.hal, kemudian. dilanjutkan kepada

Presiden RI dan Ketua DPR RI pusat agar Departemen Sosial tetap eksis.

DPR RI menjanjikan akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI,
dan direncanakan pertemuan DPR RI dengan Presiden adalah tanggal 15
November 1999. Sidang paripurna DPR RI baru dapat dilaksanakan pada tanggal
18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden
mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan
Depertemen Penerangan tidak perlu ada dalam 'sususan Kabinet Persatuan

Nasional.

Dengan surat Sekretaris' Jendral “Departemen Sosial tanggal 30 Oktober
1999 Nomor : K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap
melaksanakan kegiatan sampa dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk
tingkat pusat tugas pokok dan fungst Departemen Sosial dilaksanakan oleh
Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan
Sosial Nasional (BKSN), sedangkan ditingkat daerah Tingkat I, diperbantukan
PEMDA TINGKAT I. Keputusan Presiden Republuk Indonesia Nomor 152
Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris
Jenderal Departemen Sosial Rl nomor K/515/SJ/X1/1999, Kepada Gubernur KDH
Tk. I se-Indonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap

memfungsikan Kanwil Depsos sampai dengan akhir Maret Tahun 2000.
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Pada tahun 2000, Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau menjadi

Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Berdasarkan Perda No. 31 tahun 2001

Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Badan Kesejahteraan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala
Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan,pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,pelaksanaan administrasi dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsi pada Dinas Sosial.
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2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi danevaluasi

pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan,Perlengkapan dan

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai

tugasmelakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi PerlindunganSosial
Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial KorbanBencana Sosiai, dan

Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i)Kepala

Bidang menyelenggarakan fungsi:
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a. penyrusunan program kerja dan rencana operasional pada
BidangPerlindungan dan Jaminan Sosial;

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasilpelaksanaan

sl
\ o
g
i
]

.
BT L )
‘i‘t-t_.

)
2

Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program Kkerja dan rencana operasional pada
BidangRehabilitasi Sosial;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi danpelaksanaan tugas di lingkungan

Bidang Rehabilitasi Sosial;
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c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Sosial,

danpelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas

Perorangan eluarga Ma dan
Kelembagas e | laws : . esetiakawanan

danRestorasi Sc

tugas di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Sosial,
dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan

fungsinya.
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6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

mempunyai  tugas

Identifikasi

a ayat (1)Kepala

asional  pada
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dan
d. pelaksanaan tugas kedina g diberikan pimpinan sesuaitugas dan

fungsinya.
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i Identi i dan Pengolahan Data
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Gambar IV. 1: Bagan Org

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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B. Identitias Responden

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu penulis akan

menyajikan komposisiaresponden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Pada bab s a itian ini penulis
mengg asi untuk
mengeta \lﬁ@iﬁlﬁgs 'ﬁ%ﬂ% 7 jau Dalam
Pengawas Si a
Unt : onden yang mana
respondenn Jinas sial- , Kepala Bidang
Rehabilitasi ' | Ii_té;s;. jut Usia, Pegawali
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak ¥ t sia e a Panti Asuhan dan
Panti Jompo nbaru
1. Jenis @WANBARO
Jenis k i n per ari table berikut:
Tabel 1V. r a
Jenis Kelami i Persentasi
Laki-laki 33%
Perempuan 18 67%
Jumlah 27 100%

Sumber: Data Penelitian
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang atau 33% berjenis kelamin

laki-laki dan 18 orang atau 67% berjenis kelamin perempuan, dan demikian
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jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah
responden laki-laki.

2. Usia Responden

Faktor e i dalam mengambil
keputu i pengaruhi
pola piki WA ISLA

W )

K L» 366 udah terpilih
yaitu seba r n il awabh ini.

Ta

Kelomp i =1 éki;ﬁin rsentasi

n T R 0%
21 h \ : 26%
31 ' 56%
>40 Tal ) | WV 18%
Juml S 100%
Sumber
o L] .

Berdasarka e sia responden yang
digunakan dalam pene ini t atau 26% pada usia 21-30
tahun, 15 orang atau 56% berusia , dan 5 orang atau 18% berusia lebih

dari 40 tahun. Dengan demikian usia responden di dominasi pada usia 31-40
tahun.
3. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat

pendidikan yang berbeda. Ini dapat dilihat dari tabel berikut:
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Tabel 1VV.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Jenis Pendidikan Jumlah Persentase

~NOoO|IO B WIN -

esponden yang di
gunakan da didikan SMA,
1 orang at idikan S1, dan
2 orang ata

Berdass

Untuk melihat bagaimana peran dinas sosial pemerintah daerah Provinsi

Riau dalam pengawasan panti sosial di Kota Pekanbaru, maka penulis akan
menganalisnya dengan menggunakan teori dari Komaruddin (1992;5), yang mana
menurut beliau pengawasan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah
berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur

organisasi. Adapun indikator pengawasan merupakan pengembangan standar
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pelaksanaan, pegukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil pelaksanaan, dan

perbaikan.

Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan

pimpinan. Pe 1 sebaga c nanajemen ialah
mengamati  da engalokasika 3 > an-penyimpangan

yang terjad

1. Standar

dinas sosial dalam menyusun standar untuk panti sosial.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk
tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang
terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,
lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk
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memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Keputusan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor : 3401/BSN/HK.71/11/2001 tentang Sistem

Standardisasi Nasional).

Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di

Kota Pekanbaru pada indikator standar didapatkan nilai tertinggi 67% dan berada
dalam kategori baik. Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki peran
yang baik dalam menetapkan standar untuk panti sosial, mengawasi
kelengkapangan sarana dan prasarana serta menentukan kapasitas penghuni panti

sosial di Kota Pekanbaru.
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Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satupegawai dinas sosial
tanggal 14 Oktober 2018, bahwa:

“Untuk menetapkan standar panti kami mengacu pada Peraturan Menteri

ruang kesehatan, aula, po an, ruang tamu, gudang, kamar mandi,

tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;

d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga

keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
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e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran,

peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu

bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;

indikator te
Ketika penulis me akan ke - A [ al pada tanggal 9
November 2018 te C jaimana tangga ar dar sarana dan

Selanjutnya peneliti  menanyakan kepada pengelola panti sosial
“bagaimanakah peran Dinas Sosial dalam mentapkan kapasitas penghuni panti

sosial dan dari mana saja asal penghuni panti sosial tersebut?”

“"Untuk mentapkan kapasitas jumlah penghuni panti, Dinas Sosial

memberikan kewenangan kepada pengelola panti untuk menentukan jumlah
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penghuni pantinya, dan untuk penghuni panti sendiri selain diambil dari
lingkungan sekitar, kebanyakan penghuninya berasal dari luar daerah seperti
dari kabupaten palalawan, kabupaten siak, dan kabupaten kampar. Penghuni

panti tersebut sengaja dititipkan.oleh keluarga.mereka di panti asuhan kami”.

Jika dilihat dari teori pelaksanaan standar yaitu pelaksanaan dengan cara
menetapkan alat alat pengukur-sehingga kita‘'dapat. menilai setiap pelaksanaan
yang sedang atau sudah selesai, maka dalam hal ini peneliti melihat bahwa peran
dinas sosial dalam membuat standar dikatakan belum terlaksana dengan baik,
karena dinas sosial sendiri belum membuat standar panti sosial dan hanya
mengacu kepada aturan Peraturan MenteriSosial Republik IndonesiaNomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang mana
dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan aturan standar secara umum yang
diberlakukan ‘di seluruh wilayah- Indonesia.Dalam lampiran _peraturan tersebut
juga dijelaskan bahwa penggunaan standar nasional Lembaga Kesejahteran Sosial
di peruntukan agar Pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota),
sebagai pembuat kebijakan, agar memiliki acuan dalam upaya mendukung

peningkatan kualitas kelembagaan dan pelayanan LKS.

Kebutuhan panti di setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Oleh sebab itu seharusnya dinas sosial membuat standar aturan khusus untuk
mengatur panti sosial dengan menyesuaikan dan mengkaji kondisi wilayah dan
kebutuhan yang harus di miliki panti sosial tersebut. Dengan demikian standar
tersebut bisa di terapkan dengan baik oleh panti-panti sosial yang ada di provinsi

riau terkhususnya di kota pekanbaru.
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Dari observasi peneliti dilapangan, peneliti masih menemukan panti yang
kurang memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Terkhususnya pada standar

sarana dan prasarana yang dimiliki panti. Seperti disalah satu panti sosial yang

Namun de : i fi e al ﬂ: adai dimana

Kesejahtera
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sudah ditentu

2. Pengukuran

Pengukuran hasil pelaksanaan yang merupakan kegiatan menetapkan
status pelaksanaan yang sedang dan telah selesai dilaksanakan. Pengukuran ini
dapat dilakukan bilamana para pengawas mengadakan observasi, menerima dan

membuat laporan.
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Kartini Kartono mendefinisikan Observasi sebagai pengujian dengan

maksud atau tujuan tertentu mengenai sesuatu, khususnya dengan tujuan untuk

mengumpulkan fakta, satu skor atau nilai, satu verbalisasi atau pengungkapan

dengan kata-kat

kehidupa
yang di

permasalah da

tel

a n tentang
i &?e?hqh 's%ﬂﬁ@%- innya. Observasi
ntang sebuah

ut. Observasi yang

dilakukan J & ( n.
Ada in lalam kuran imana peran Dinas
Sosial Pem rah i observasi atau
pengawasan e pan a sert t laporan.
R W
EKANBAR
Tabel IV.5: ngukuran
o L]
No Sub Indik Jumlah
ik Kurang Baik
1 | Melakukan 0 27
pengawasan (59%) (41%) (0%)
langsung atau
observasi
2 | Menerima dan 18 9 0 27
Membuat laporan | (67%) (33%) (0%)
Jumlah 34 20 0 54
Rata-rata 17 10 0 27
Persentase 63% 37% 0% 100%

Sumber: Data Penelitian
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Berdasarkan jawaban dari responden diatas dapat dilihat bahwa Peran
Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di

Kota Pekanbaru pada indikator pengukuran didapatkan nilai tertinggi 63% dan

Berdasarkan Peraturan MenteriSosial Republik IndonesiaNomor 22 Tahun 2016

tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial,Pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatanLembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Pemerintah oleh Menteri;

b. Provinsi oleh gubernur; dan
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c. Kabupaten/Kota oleh bupati/walikota.

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat memiliki

berjalan baik.

engawasi panti

berjalan dengan semestinya, sebag ang di kemukakan oleh Ibrahim
(dalam Fathoni, Abdurrahmat, 2009), “pengawasan merupakan kegiatan manajer
agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

atau hasil yang dikehendaki”.

Dengan melakukan pengawasan secara langsung juga dapat melihat

permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dengan mengetahui
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permasalahan tersebut akan dengan mudah untuk mencari solusi terbaik dan tepat

sasaran.

Dalam melakukan pengawasan dibutuhkan sumber daya manusia yang
dalam hal ini_pegawai yang bertugas turun langsung kelapangan untuk melakukan
pengawasan. Adapun pegawai pegawai yang berwenang untuk melaksanakan
pengawasan yaitu seksi:irehabilitasi sosial”’ anak dan lanjut usia yang
hanyaberjumlah 5 (lima) orangPelaksana Seksi Rehabilitasi Sesial Anak dan
Lanjut usia. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan wilayah Provinsi Riau yang
cukup luas yaitu 88.672,67 Km?. Ditambah lagi jumlah panti sosial yang ada di
Provinsi Riau.cukup banyak yaitu berjumlah 93 panti sosial. Seharusnya dengan
luas wilayah yang cukup luas. dan jumlah panti.yang.cukup banyak, maka sangat
perlu untuk menambah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

dimiliki sehingga pengawasan dapat-terlaksana-dengan maksimal.

Menurut hasil observasi, peneliti menilai bahwa pengawasan langsung
yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau terkhususnya
di Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik; namun demikian untuk dalam
membuat laporan dan pendataanyang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau
belum berjalan dengan maksimal. Adapun alasan peneliti mengatakan bahwa
dalam membuat laporan dan pendataan belum maksimal yaitu ketika peneliti
melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan beberapa panti yang tidak
ada didalam daftar panti sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau
kepada peneliti. Padahal panti-panti tersebut memiliki izin beroperasi dan

memiliki lokasi yang berada di tengah masyarakat.Adapun nama-nama panti yang
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tidak masuk kedalam data yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu
Panti Asuhan Bintang Kasih yang beralamat di JI. Hang Tuah ujung, Panti Asuhan

AL-ikhlas yang beralamat di Jl. Kapau Sari, dan Panti Asuhan Amanah yang

sial, sehinga

data Dinas

embandingkan

enafsirkan atau

Tabel 1V.6 : Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Penilaian

No Sub Indikator Kategori Penelitian Jumlah
Baik Cukup Baik | Kurang Baik

1 | Membandingkan 17 10 0 27
pelaksanaan dengan | (63%) (37%) (0%)
standar

2 | Memeriksa 14 13 0 27
Kelayakan fisik (52%) (48%) (0%)
Panti
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Jumlah 31 23 0 54
Rata-rata 16 11 0 27
Persentase 59% 41% 0% 100%

Sumber: Data Penelitian

ditanyakan : aga a peran dinas dal dingan antara
pelaksanaan

jawaban dari

standar yang sudah diatur dan jika ak mengikuti maka Dinas Sosial akan
memberi sanksi yang tegas yang bisa berupa pencabutan izin beroperasi terhadap

panti yang bersangkutan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga

Kesejahteraan Sosial yang telah terdaftar diwajibkan menyampaikan laporan
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tahunan kepada instansi/dinas sosial kabupaten/kota. Apabila selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak menyampaikan

laporannya, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut akan dinyatakan tidak

angatlah ketat.

Dinas sosia ah berlaku, dan

kami akan n yang sudah
ditetapkan”.

Dari o ahwa panti-panti
sosial yang ada d up-baik. Namun demikian
peneliti juga masih ki kondisi yang kurang

membandingkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi

Riau dengan teori Irawan Soejito yang mengatakan:

“pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan
menilai kenyatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan,

apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

105

Maka peneliti melihat pengawasanyang dilakukan oleh dinas sosial belum
berjalan dengan maksimal, dimana dalam hal ini kondisi dilapangan tidak sesuai

dengan kenyataan yang di ungkapkan oleh pegawai dinas sosial dimana mereka

penyimpan standar ", i 8 roses dan hasil
kerja telah s

Tindakan p

ditetapkan. Serta peran dinas sosial dalam mengevaluasi hasil dari pengawasan

tersebut.
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Tabel 1V.7 : Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Perbaikan

No | Sub Indikator Kategori Penelitian Jumlah
adi'|
<7 27
_E_:,h
yang
rapk
v 27
» .
N} 81
A 27
L 100%

t bahwa Peran
Panti Sosial di
kategori baik.

sudah berperan

ketika ditanyakan tentang ‘“bagaimana peran dinas sosial dalam menanggapi
penyimpangan yang dilakukan oleh panti sosial dan apakah setelah melakukan
pengawasan terhadap panti sosial dilakukan evaluasi?”. Adapun jawaban dari

pegawai tersebut yaitu:

“ jika ditemukan panti sosial yang kedapatan melakukan penyimpangan

ataupun tidak mengikuti standar yang ada, maka dinas sosial akan memberikan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

107

peringatan kepada panti tersebut, dan jika panti tersebut tidak mampu untuk
membenahi atau memperbaiki kesalahan dan penyimpangan maka dinas sosial

akan mengambil tindakan tegas untuk mencabut izin beroperasi panti tersebut.

permasalahan-permas Iz /ang ‘ada di -‘ : dan evaluasi
diibaratkan 'sebagai s eping mata uang yan pat  dipisahkan.
Maksudnya g g QVe : ’ laksana dengan

baik karena tida A pe i ar engawasan. Begitu

Bangsa masih bisa beroperasi, dari panti tersebut sudah habis di

tahun 2011. Jawaban dari pegawai dinas sosial yaitu:

“kami sudah mencabut izin dari Yayasan Tunas Bangsa karena panti
tersebut tidak melakukan perpanjangan izin kepada dinas sosial. Namun yayasan

tersebut diam-diam tetap melukan aktivitas seperti biasa. Dan masyarkat tidak
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ada memberikan laporan kepada pihak dinas sosial sehingga kami tidak

mengetahui kalau panti tersebut beroperasi secara diam-diam.”

Melihat jawaban yang diberikan oleh dinas sosial dalam melakukan

evaluasi ah kegiatan p a kemungk untuk terjadinya

perpanjangé eroperasi dari tahun 2C sosial melakukan
evaluasi secara et .. an [ " : o anggaran yang
dilakukan . . di, karena jika
nksi dan pencabutan

yang dilakukan

sehingga masih

Untuk selanjutnya penulis akan paparkan secara keseluruhan mengenai
rekapitulasi jawaban responden tentang Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah
Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru, sebagai

berikut:
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Tabel 1V.8: Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Peran Dinas
Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti

Sosial di Kota Pekanbaru

No

iy disay yejepe il udwnyo(]

1
_lpa
2 | Penn g
P -
o
3
4 | Perbaikan

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

Penyimpangan 19 8 0 27

Jika yang sudah
diterapkan tidak 19 8 0 27
dilaksanakan

Evaluasi 20 7 0 27
Jumlah 176 94 0 270
Rata-rata 18 9 0 27

Persentase 67% 33% 0% 100%
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Berdasarkan rekapitulasi data terhadap responden yang terdiri dari Kepala

Dinas Sosial Pemeri Daerah Provinsi Riau, Kepala Bidang Rehabilitasi

Sosial, Kep Pegawai Seksi
Rehabi Anak dan
Lanjut i indikator-
indikator penge an maka ha ' Jlasi datz g didapat nilai
tertinggi 67% rada  kateg : apat disimpulkan
bahwaDina; Me )aera y 3erperan Dalam
Pengawasa

Konseg : e = anajemen, dimana

pengawasan rolan dari pihak

yang lebih ata awa ) anjemen, pengawasan

2

ditempatkan sebaga anajemen”. Dari fungsi

diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang

dilaksanakan sesuai dengan rencana peraturan”. Atau

“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat

memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang terlah
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terjadi dapat segala diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan

perbaikannya”.

Dari konsep diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan

penyimpan
apabila terj ; angan dari apa . a dapat dilakukan

tindakan pe

Adapun hasil dari ane : melihat bahwa

Kinerja dari ' G akuke : erha panti sosial di

panti sosial. Dengan adanya unya akan membuat pelaksanaan
pengawasan menjadi lebih teratur dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan
tujuan yang sudah direncanakan, seperti yang dikatakan olehKomaruddin

(1992;5), yang mengatakan:

“pengawasan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah berjalan

sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi”
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Kemudian penulis juga melihat bahwa dalam melakukan pendataan dan
pelaporan, dinas sosial kurang meng-update data-data terbaru sehingga panti

sosial yang sudah memliki izin tidak masuk kedalam data dinas sosial.

' ‘mﬂhgﬁ‘\\“’u‘hw. i oleh dinas sosial

memadai,
yang ma w gawali sana Se ilita dan Lanjut
usiahanya berjt . A . /e it ahui Provinsi Riau
ditambah lagi
jumlah pa anyak ya erjur shingga diperlukan

sumber daya ma a yang ) agar pelak an dapat terlaksana

¢ mencapai tujuan

Maka dari definisi tersebut kita dapat melihat sumber daya manusia
merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan yang sudah di rencanakan.
Oleh sebab itu, jika dinas sosial ingin kegiatan pengawasan dapat terlaksana
dengan baik, maka dinas sosial harus menambah sumber daya manusia yang

berpengalaman dan juga di imbangi dengan sumber daya materi yang baik
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Adapun untuk pembiayaan atau Sumber Daya Materi, Dinas Sosial
memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiaya operasional pengawasan,

seperti yang tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun

Dari  observ ang tel cukan etahui bahwa

hambatan i as mne Daerah Dalam

luas yaitu 88.672,67 Km?, dan juga iki jumlah panti yang cukup banyak
yaitu berjumlah 93 panti, maka diperlukan penambahan pegawai terkhususnya di

bidang rehabilitasi sosial dan lanjut usia.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
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Daya Manusia yang dalam ha pegawai seksi rehabilitasi sosial anak
dan lanjut usia yang mana pegawai Pelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial
Anak dan Lanjut usia hanya berjumlah 5 (lima) orang. Hal ini tentu sangat
menghambat proses pengawasan, karena dengan kondisi wilayah geografis

provinsi riau yang cukup luas yaitu 88.672,67 Km?, dan juga memiliki

jumlah panti yang cukup banyak yaitu berjumlah 93 panti, maka
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diperlukan penambahan pegawai terkhususnya di bidang rehabilitasi sosial

dan lanjut usia.

B. Saran

dan mengkaji
sial tersebut.

meningkatkan

Dinas Sosial dalam mengawasi panti sosial yang ada di lingkungan

mereka.
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